
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah 

sebagai birokrasi publik karena kurangnya pelayanan publik saat ini.  

Kekurangan informasi, kesulitan menemukan prosedur pelayanan, dan 

kekurangan sarana dan prasarana pelayanan publik adalah masalah yang 

dihadapi sebagian besar masyarakat. Selain itu, cara orang dilayani seringkali 

menurunkan martabat warga negara masyarakat. Dalam situasi ini, masyarakat 

bertindak sebagai klien yang membutuhkan bantuan dari birokrasi pemerintah, 

dan masyarakat harus mematuhi peraturan dan keinginan birokrasi. Pelayanan 

Publik memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi didasarkan pada prinsip 

dan tujuan pelayanan, dan fungsi utama pemerintahan yang baik adalah 

memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga negara dan penduduk sesuai 

dengan standar. 

Indonesia menerapkan e-government dengan fokus pada telekomunikasi, 

media, dan informatika. Perjanjian ini mewajibkan lembaga pemerintah untuk 

menerapkan pemerintahan yang baik dengan menggunakan teknologi 

telekomunikasi, media, dan informatika. Karena fenomena e-pemerintahan yang 

terus-menerus, pemerintah harus melakukan perubahan operasional dalam 

bidang pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan publik dan 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sosial. 

Salah satu teknologi informasi yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap 

kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia adalah e-Government.  Dalam 

pengertian ini, kata “e-Government” menggambarkan bagaimana pemerintah 

pusat atau daerah menggunakan internet atau saluran digital lainnya untuk 

mendistribusikan informasi dan layanan kepada masyarakat, dunia usaha, atau 

lembaga pemerintah lainnya.  



 

 

Langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan 

publik adalah penerapan e-government di Indonesia, terutama di Kota Bandung. 

Aplikasi Selesai Dalam Genggaman (SALAMAN), yang dibuat untuk membuat 

administrasi kependudukan lebih mudah, seperti membuat kartu identitas anak, 

adalah salah satu inovasi yang menonjol dalam hal ini. Aplikasi ini merupakan 

bagian dari upaya pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi untuk 

membuat proses layanan publik lebih mudah dan cepat bagi masyarakat.  

Salah satu langkah penting menuju transformasi pemerintahan digital adalah 

kebijakan e-Government, yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi antara 

pemerintah dan masyarakat. Layanan publik diharapkan menjadi lebih efektif, 

transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan penggunaan 

teknologi informasi. 

Dengan adanya e-governmnt, masyarakat dapat melakukan banyak hal. 

Masyarkat sekarang dapat secara aktif terlibat dalam pemerintahan, baik secara 

individu maupun kolektif. Terlepas dari kenyataan bahwa sistem dan tata kelola 

e-governance menawarkan banyak manfaat, keberhasilan mereka bergantung 

pada partisipasi aktif dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat. Hal ini jelas 

merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah. 

Selama belasan tahun, pemerintah Indonesia terus mengembangkan e-

governance untuk membantu semua tugas pemerintah dan masyarakat. 

E-governance membutuhkan peningkatan proses tata kelola melalui 

investasi publik dalam teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Masyarakat 

dapat berinteraksi dengan mudah melalui jaringan berkat penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi (ICT). 

Aplikasi Selesai di Tangan (SALAMAN) yang merupakan salah satu 

komponen pelayanan publik dan Smart Governance dapat mempermudah proses 

kepemilikan surat kependudukan oleh masyarakat umum. Salah satu cara untuk 

memikirkan tata kelola yang cerdas adalah sebagai perencanaan kota yang 

cerdas, dimana elemen tata kelola biasanya menekankan tata kelola pemerintah 

daerah sebagai organisasi yang mengelola kehidupan perkotaan. 



 

 

Gambar 1.1  

Beranda Aplikasi Salaman 

 

Dalam aplikasi SALAMAN terdapat tampilan antarmuka (interface) dari 

aplikasi SALAMAN (Selesai Dalam Genggaman) milik Disdukcapil Kota 

Bandung, yang digunakan untuk memberikan pelayanan administrasi 

kependudukan secara digital kepada masyarakat. 

Pada bagian atas, terdapat logo SALAMAN dan Disdukcapil Kota Bandung, 

menunjukkan bahwa aplikasi ini adalah layanan resmi dari pemerintah daerah. 

Di bawahnya, terdapat tiga menu utama: 

1. Profil Pengguna – untuk mengelola informasi pribadi pengguna aplikasi. 

2. Layanan Online – menyediakan berbagai layanan administrasi seperti 

pembuatan KIA, KTP, dan dokumen lainnya. 

3. Antrian Pengajuan – untuk melihat atau mengatur antrean pengajuan 

layanan secara online. 



 

 

Selanjutnya, ada beberapa ikon fitur tambahan, antara lain: 

1. BPJS Kesehatan 

2. Jadwal Pengambilan memudahkan pengguna mengetahui kapan 

dokumen dapat diambil. 

3. Formulir tempat pengguna mengisi dan mengunduh formulir yang 

diperlukan. 

4. Info Penting  berisi informasi terkait prosedur dan ketentuan layanan. 

5. Tahapan  menjelaskan langkah-langkah proses layanan. 

6. FAQ (Frequently Asked Questions) memberikan jawaban atas 

pertanyaan umum. 

7. Survei Kepuasan digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang 

diberikan. 

8. Lainnya  kemungkinan berisi fitur tambahan lainnya. 

Bagian tengah menampilkan banner visual dengan langkah-langkah “Step-

step Bikin KTP Digital di HP-mu”, yang menggambarkan proses pembuatan 

KTP digital, mulai dari: 

1. Mengunduh aplikasi, 

2. Mengisi data, 

3. Melakukan swafoto (selfie), 

4. Mengantre untuk verifikasi QR code, 

5. Mendapatkan KTP digital, 

6. Memberikan ulasan layanan. 

Di bagian bawah aplikasi terdapat menu navigasi utama, yaitu: 

1. Beranda – halaman utama aplikasi. 

2. Pengajuan – untuk mengajukan layanan. 



 

 

3. Notifikasi – pemberitahuan kepada pengguna. 

4. Chat – layanan pesan atau bantuan langsung. 

Salah satu dokumen penting yang harus dimiliki oleh masyarakat adalah  

Kartu Identitas Anak yang memiliki fungsi untuk bukti bahwa anak adalah 

pengenal resmi. Dengan kartu identitas anak yang efektif, setiap anak di Kota 

Bandung dapat memanfaatkan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, 

seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Dokumen resmi yang 

diberikan kepada anak-anak di Indonesia oleh pemerintah melalui Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga dikenal sebagai Disdukcapil. 

Tujuannya adalah untuk berfungsi sebagai tanda pengenal resmi bagi anak, 

memudahkan akses ke layanan publik, dan mendukung perlindungan dan 

pemenuhan hak anak. 

"SALAMAN" disingkat menjadi "Selesai di Tangan", sebuah aplikasi yang 

dirancang untuk membantu individu dalam memperoleh dokumentasi 

kependudukan. Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi hanya dengan 

mengunduh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan akta 

kelahiran melalui aplikasi yang dikembangkan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sehingga tidak perlu lagi mengantri di kantor 

Disdukcapil. Untuk memudahkan prosedur pendaftaran akta kelahiran, aplikasi 

Salaman telah terintegrasi dengan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) 

Kota Bandung dan dapat diakses melalui perangkat seluler dan website Android. 

Komunitas juga mendukung penggunaan Salaman melalui aplikasinya. 

Gerakan #GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi) adalah upaya untuk 

membangun ekosistem pemerintahan yang menyadari pentingnya administrasi 

kependudukan. GISA diterapkan di lima kecamatan di Kota Bandung, yaitu 

Sukajadi, Astana Anyar, Bandung Kidul, Bojongloa Kaler, dan Antapani. 

Layanan untuk membuat dokumen KIA karena hilang, rusak, perubahan 

elemen data, dan perpanjangan. Dasar hukum dari pembuatan KIA yaitu: 

1. Permendagri 2/2016, Pasal 3 Ayat (2) 

2. Permendagri 2/2016, Pasal 3 Ayat (3) 



 

 

PERSYARATAN & PENJELASAN 

1. Mengisi F1.02 

2. Akta Kelahiran 

3. Kartu Keluarga orangtua 

4. Anak > 5 tahun lengkapi dengan foto 2x3 

5. Sebab hilang: Surat hilang dari kepolisian 

6. Sebab rusak/perpanjangan: KIA lama yang rusak/usang 

7. Sebab perubahan elemen data: dokumen pendukung perubahan elemen 

data & KIA lama 

Aplikasi Salaman (Selesai Dalam Genggaman) yang diluncurkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung memiliki 

berbagai fitur yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus 

dokumen kependudukan. Fitur Utama Aplikasi Salaman yaitu: 

1. Pengajuan Dokumen Secara Online 

Pengguna dapat mengajukan berbagai dokumen kependudukan seperti: 

1) Akta Kelahiran: Memungkinkan orang tua untuk mendaftarkan 

kelahiran anak secara cepat. 

2) Akta Kematian: Memfasilitasi pengurusan akta kematian tanpa 

harus datang ke kantor. 

3) Kartu Identitas Anak (KIA): Proses pembuatan KIA yang dapat 

diselesaikan dalam waktu singkat. 

4) Surat Keterangan Pindah: Untuk warga yang pindah domisili, 

baik dalam maupun luar kota. 

5) Perbaikan Data Keluarga: Memudahkan pengguna dalam 

memperbaiki data di Kartu Keluarga (KK) 

2. Fitur Chatting 

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan 

operator Disdukcapil. Pengguna dapat menanyakan informasi terkait pengajuan 

dokumen, persyaratan, atau kendala yang dihadapi, sehingga membantu 

memastikan bahwa semua berkas yang diperlukan lengkap sebelum diajukan. 



 

 

3. Layanan Drive Thru (Lantatur) 

Pengguna dapat mengambil dokumen yang telah diproses melalui 

layanan drive thru, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan dokumen 

tanpa harus turun dari kendaraan. Ini adalah inovasi terbaru untuk meningkatkan 

kenyamanan dan efisiensi layanan. 

4. Gerai Layanan untuk Istimewa (Geulis) 

Aplikasi ini juga menyediakan akses ke gerai layanan di lokasi strategis, 

seperti pusat perbelanjaan, di mana masyarakat dapat mengambil dokumen 

secara langsung dengan pelayanan yang cepat dan ramah. 

5. Delivery Service 

Aplikasi Salaman menawarkan layanan pengantaran dokumen ke rumah 

pengguna, bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan Gojek. Ini memberikan 

kemudahan tambahan bagi masyarakat yang tidak bisa mengambil dokumen 

secara langsung. 

6. Mepeling (Pelayanan Keliling) 

Layanan ini melibatkan mobil layanan yang berkeliling ke lokasi-lokasi 

tertentu seperti sekolah dan panti asuhan untuk memberikan kemudahan akses 

bagi warga yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan. 

 

 

 

 



 

 

Tabel 1.1 

Kepemilikan KIA Usia 0-17  Kota Bandung Tahun 2021 

 

Sumber:  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bandung 2021  

Berdasarkan tabel 1 mengenai kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 

di Kota Bandung menunjukan bahwa jumlah Masyarakat yang tidak memiliki 

lebih banyak dibandingkan dengan yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). 

Data menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Babakan Ciparay masih 

banyak  tidak memiliki  KIA di Kota Bandung. Maka dari itu diperlukannya 

sosialisasi mengenai pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak khususnya bagi 

anak yang berumur 0-17 tahun. 



 

 

Tabel 1.2  

Kepemilikan KIA Usia 0-17  Kota Bandung Tahun 2022 

 

 

Sumber:  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bandung 2022 

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 terkait kepemilikan Kartu Identitas 

Anak (KIA) di Kota Bandung, terlihat bahwa pada tahun 2022 jumlah 

masyarakat yang belum memiliki KIA masih lebih tinggi dibandingkan dengan 

yang sudah memilikinya. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan KIA. Selain itu, kondisi ini juga 

mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi dari pihak Disdukcapil belum berjalan 

secara optimal. 



 

 

Tabel 1.3 

Kepemilikan KIA Usia 0-17  Kota Bandung Tahun 2023 

 

Sumber:  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bandung 2023 

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 mengenai kepemilikan Kartu Identitas 

Anak (KIA) di Kota Bandung, terlihat bahwa pada tahun 2023 jumlah 

masyarakat yang belum memiliki KIA masih lebih tinggi dibandingkan dengan 

yang telah memilikinya. Rendahnya angka kepemilikan KIA tersebut dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat 

mengenai manfaat dan urgensi KIA sebagai dokumen identitas anak, 

keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan, serta belum 

maksimalnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung. Meskipun demikian, jika 



 

 

dilihat dari persentase pengguna KIA, setiap tahunnya menunjukkan tren 

peningkatan. Namun, apabila dibandingkan antara jumlah masyarakat yang 

memiliki dan yang belum memiliki KIA, data menunjukkan bahwa jumlah yang 

belum memiliki KIA masih tetap lebih besar setiap tahunnya. 

Tabel 1.4 

Kepemilikan KIA Usia 0-17  Kota Bandung Tahun 2024 

 

Sumber:  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bandung 2024 

Berdasarkan data pada Tabel 1.4 mengenai kepemilikan Kartu Identitas 

Anak (KIA) di Kota Bandung, pada tahun 2024 terjadi perkembangan yang 

cukup signifikan. Untuk pertama kalinya, jumlah masyarakat yang telah 



 

 

memiliki KIA tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum 

memilikinya. Hal ini juga tercermin dari peningkatan persentase kepemilikan 

KIA yang menunjukkan tren positif dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan 

ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan program, tetapi 

juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

KIA bagi anak usia 0–17 tahun semakin meningkat. KIA mulai dipahami sebagai 

dokumen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi anak, tetapi 

juga sebagai sarana perlindungan dan akses terhadap berbagai layanan publik. 

Pencapaian ini sekaligus mengindikasikan bahwa strategi sosialisasi dan 

pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung mulai menunjukkan 

efektivitasnya dalam mendorong partisipasi masyarakat. 

Peneliti mengambil tema penelitian ini berdasarkan observasi peneliti 

saat melakukan pelatihan kerja lapangan di DISDUKCAPIL bahwa masi banyak 

masyarakat yang belum mengetahui tata cara dan penggunaan aplikasi 

SALAMAN, khususnya pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di kota 

Bandung. Dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai aplikasi salaman serta 

kurangnya informasi mengenai pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak 

(KIA). Kurangnya pengetahuan mengenai persyaratan penjauan KIA membuat 

masyarakat memilih menggunakan calo, Adapun alasan masyarakat 

menggunakan calo disebabkan mereka bekerja dan berfikir bahwa jika mereka 

datang ke gerai hal itu akan menghabiskan banyak waktu dan mengira hal 

tersebut tidak efektif dan memilih menggunakan calo. Selanjutnya 

keterlambatan pencetakan Kartu Identitas Anak disebabkan oleh kurangnya 

Anjungan Disdukcapil Mandiri. 

Selama hari kerja (Senin hingga Jumat), Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bandung beroperasi dari pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. 

Selain itu, ada layanan tambahan melalui program Mepeling (Memberikan 

Pelayanan Keliling) dan layanan akhir pekan di beberapa lokasi tertentu, seperti 

Geulis MIM dan Geulis FCL, yang beroperasi pada Sabtu dan Minggu dari pukul 

10.00 hingga 14.00 WIB. 



 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan 

beberapa identifikasi masalah yang diantaranya sebagai berikiut: 

1. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya anak di bawah 17 tahun 

mempunyai kartu identitas anak  

2. Rendahnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang 

pelayanan.  

3. Terdapat adanya calo dan pungli untuk membantu mengurusi pembuatan 

Kartu Identitas Anak yang dimana masayarakat masi berpikir sulit untuk 

mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak dan lebih baik menggunakan calo 

untuk membantu mengurusi berkas pembuatan KIA 

4. Keterlambatan pencetakan kartu dimana ketika masyarakat datang ke mall 

pelayanan disdukcapil untuk mengambil hasil cetak kartu KIA namun kartu KIA 

belum tercetak 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan 

beberapa identifikasi masalah yang diantaranya, sebagai berikiut: 

1. Bagaimana komunikasi antar organisasi dalam implementasi e-

government melalui aplikasi SALAMAN dalam pembuatan Kartu 

Identitas Anak di Kota Bandung? 

2. Bagaimana ketersediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan 

peluncuran aplikasi SALAMAN? 

3. Bagaimana disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi e-

government melalui aplikasi SALAMAN dalam pembuatan Kartu 

Identitas Anak di Kota Bandung? 

4. Sejauh mana koordinasi antar instansi pemerintah dalam struktur 

birokrasi mempengaruhi efektivitas aplikasi Salaman dalam memberikan 

layanan pembuatan Kartu Identitas Anak? 



 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetaui komunikasi antar organisasi dalam implementasi e-

government melalui aplikasi SALAMAN dalam pembuatan Kartu 

Identitas Anak di Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui sumberdaya dari implementasi E Government 

melalui aplikasi SALAMAN. 

3. Untuk mengetahui disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi 

e-government melalui aplikasi SALAMAN dalam pembuatan Kartu 

Identitas Anak di Kota Bandung. 

4. Untuk mengetahui koordinasi antar instansi pemerintah dalam struktur 

birokrasi mempengaruhi efektivitas aplikasi Salaman dalam 

memberikan layanan pembuatan Kartu Identitas Anak. 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

 Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini  adalah: 

1. Manfaat secara teoritik 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai 

implementasi kebijakan e government khususnya tentang penguncuran 

aplikasi salaman.  

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk langkah-langkah 

penelitian berikutnya. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

b. Sebagai sumber tambahan bagi mahasiswa yang ingin melakukan 

penelitian tentang Implementasi dan Pemerintahan. 

c. Penelitian ini akan menambah pengetahuan penulis dan institusi 

pendidikan tentang Implementasi e Government dalam aplikasi selesai 

dalam genggaman. 



 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil judul penelitian 

mengenai “Implementasi E Government Melalui Aplikasi Selesai Dalam 

Genggaman (SALAMAN) Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota 

Bandung”. Sehingga peneliti mengambil teori mengenai Administrasi Publik, E 

Government, Implementasi Kebijakan.  

Teori Implementasi Kebijakan Sitomurang mengatakan bahwa 

keberadaan implementasi kebijakan sangat luas dan mencakup bagaimana 

implementasi dilihat sebagai alat administasi hukum dan juga dianggap sebagai 

fenomena kompleks dari proses atau hasil kebijakan.  Kartu Identitas Anak 

(KIA) ini merupakan bagian dari melaksanakan kebijakan pemerintah. 

Menurut model implementasi kebijakan George Edward III, 

implementasi didefinisikan sebagai tahap pembuatan kebijakan antara penetapan 

kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. 

Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para 

birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Model ini 

berfokus pada hubungan antara tujuan kebijakan, kinerja organisasi, dan faktor-

faktor yang memengaruhi implementasi.  Komunikasi ini adalah para 

Masyarakat khususnya orangtua yang memiliki anak berusia 0-17 tahun. Sumber 

daya ini meliputi Masyarakat di Kota Bandung dalam pencatatan kepemilikan 

Kartu Identitas Anak (KIA). Disposisi ini mengacu pada sikap kinerja organisasi 

implementasi pada pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandung. Pentingnya Koordinasi antar organisasi dan Lembaga pelaksana 

dalam memberikan sosialisai mengenai kepemilikan Kartu Identitas Anak. 

Teori E government menurut website Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007), 

"E-Goverment" berarti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mendorong pemerintahan yang lebih efisien dan pengurangan biaya. fasilitas 

layanan kepada masyarakat umum dan meningkatkan tanggung jawab 

pemerintah kepada masyarakat. Dalam implentasi e govermen, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil meluncurkan aplikasi Selesai Dalam 

Genggaman (SALAMAN). 



 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Berpikir 
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

Model Menurut George Edward III 

1. Komunikasi  

2. Sumber Daya 

3. Disposisi  

4. Struktur Birokrasi  

 

Hasil Akhir 

Otomatisasi proses pendaftaran dan penerbitan KIA, 

diharapkan efisiensi dalam pelayanan publik meningkat, 

meningkatkan transparansi dalam proses administrasi 

kependudukan, diharapkan masyarakat akan lebih sadar 

akan pentingnya memiliki KIA untuk anak-anak mereka. 

 

Indikator Masalah Implementasi E Government 

Melalui Aplikasi Selesai Dalam Genggaman 

(SALAMAN) Dalam Pembuatan Kartu Identitas 

Anak Di Kota Bandung : 

1. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya anak 

di bawah 17 tahun mempunyai kartu identitas anak. 

2. Rendahnya kualitas dan profesionalisme 

sumberdaya manusia bidang pelayanan.  

3. Terdapat adanya calo dan pungli untuk membantu 

mengurusi pembuatan Kartu Identitas Anak. 

4. Keterlambatan pencetakan kartu. 

 


